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KATA PENGANTAR 

Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat sebagai salah satu unit eselon II di 

Kementerian Kesehatan memiliki kewajiban untuk melaksanakan Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Salah satu komponen SAKIP adalah membuat 

Laporan Kinerja yang menggambarkan kinerja yang dicapai atas pelaksanaan program 

dan kegiatan yang menggunakan APBN. 

Penyusunan laporan k iner ja berpedoman pada Peraturan Menter i 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (Permenpan) Nomor 53 

tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara 

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja ini merupakan 

informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan 

seharusnya dicapai. Dalam laporan kinerja ini juga menyertakan berbagai upaya 

perbaikan berkesinambungan yang telah dilakukan dalam lingkup Bidang Kesehatan 

Masyarakat Provinsi Papua Barat, untuk meningkatkan kinerjanya pada masa 

mendatang. 

Bidang Kesehatan Masyarakat Provinsi Papua Barat, telah menyelesaikan 

Laporan Kinerja tahun 2020 sebagai bentuk akuntabilias perjanjian kinerja yang dibuat 

pada awal tahun 2020. Secara garis besar laporan berisi informasi tentang tugas dan 

fungsi organisasi; rencana kinerja dan capaian kinerja sesuai dengan Rencana 

Stategis (Renstra) Kementerian Kesehatan tahun 2017-2022, disertai dengan 

faktor pendukung dan penghambat capaian, serta upaya tindak lanjut yang dilakukan. 

Peningkatan kualitas laporan kinerja ini menjadi perhatian kami, masukan dan 

saran membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan 

penyusunan laporan di tahun yang akan datang. Semoga laporan ini bermanfaat bagi kita 

semua dan dapat dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan dan pengembangan 

program di masa mendatang. 

Manokwari,      April  2021  

                                                                         
Kepala Dinas Kesehatan 
Provinsi Papua Barat, 
 
 

 
 
Otto Parorrongan, SKM, M.MKes. 
NIP. 19671004 199312 1 003 
 
 



 

 

RINGKASAN EKSEKUTIF 
 

 
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas 

Kesehatan Provinsi Papua BaratBarat Tahun 2020 menggambarkan 

pencapaian kinerja selama tahun 2020. Pencapaian kinerja berupa 

pelaksanaan kegiatan ini di susun dan dilaksanakan berdasarkan rencana 

kinerja tahun 2020 yang mengacu pada rencana strategis Dinas 

Kesehatan Provinsi Papua Barat tahun 2017-2022. Dinas Kesehatan 

Provinsi Papua BaratBarat dalam tahun 2020 melaksanakan 6 (enam) 

Program dengan  sasaran strategis sesuai Perjanjian Kinerja tahun 2020. 

Anggaran yang awalnya disediakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut 

sebesar Rp.10.632.720.000,00 (Sepuluh Milyar Enam Ratus Tiga 

Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah  ), tetapi 

dipertengahan tahun terjadi Pemotongan Anggaran (Refocusing Anggaran 

Dekon 03) sehingga Anggaran Dekon 03 Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat 

menjadi Rp. 1.512.964.000,00 ( Satu Milyar Lima Ratus Sua Belas Juta 

Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu rupiah) dari jumlah tersebut di atas 

realisasi serapannya sebesar Rp. 1.489.469.000,00,- ( Satu Milyar Empat 

Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Enam Puluh Sembilan 

Ribu Rupiah ) atau 98,45 % dari anggaran yang tersedia. Tidak tercapainya 

penyerapan anggaran 100% dan Capaian Indikator Kinerja Program 

oleh Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat antara lain disebabkan adanya 

bencana non alam yang diakibatkan oleh penyebaran Corona Virus 

Desease 2019 (Covid-19) sebagai  bencana nasional. 
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BAB I PENDAHULUAN 

 

A . L a ta r  B e l a k a ng 

 

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan Kewajiban suatu instansi 

pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan 

pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku 

kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan 

sasaran/ target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi 

pemerintah yang disusun secara periodik. Undang – undang Nomor  28 

Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menyatakan Akuntabilitas sebagai salah satu 

asas umum dalam penyelenggaraan negara. Akuntabilitas adalah salah satu 

tonggak penting era reformasi. Asas akuntabilitas ini menentukan bahwa 

setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus 

dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai 

pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang –undangan yang berlaku. 

Laporan Kinerja berisi gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja 

kementerian, lembaga, pemerintahan diberbagai tingkatan dan institusi yang 

menggunakan serta mengelola sumber daya negara, yang disusun dan 

disampaikan secara sistematik dan melembaga. Penyusunan Laporan kinerja 

(LAKIP) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat berpedoman pada 

peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis 

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu atas Laporan 

Kinerja Instasnsi Pemerintah. 

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Papua Barat merupakan tolak ukur 

keberhasilan dalam pelaksanaan program, kebijakan dan pengembangan 

kesehatan masyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi 

pihak – pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga kepercayaan 

masyarakat terhadap eksistensi suatu Lembaga. 
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B. Maksud dan Tujuan 

Penyusunan laporan kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat  

merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja pada tahun 2020 dalam mencapai 

target dan sasaran program seperti yang tertuang dalam rencana strategis, dan 

ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja Direktorat Jenderal Kesehatan 

Masyarakat oleh pejabat yang bertanggungjawab. 

C. Landasan Hukum 

1. Undang  –  undang  No  28  Tahun  1999 Tentang Penyelenggaraan Negara 

yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 

2. Undang – undang no 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

3. Undang- undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 

4. Undang –undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 

dan Tanggungjawab Keuangan Negara; 

5. Undang –undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang 

pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 

7. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59  Tahun  2007  tentang  Perubahan 

atas peraturan Meneteri Dalam Negeri No 13  Tahun  2006  Tentang 

Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah; 

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi 

Birokrasi Nomor 09 Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan 

Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 Tentang petunjuk Teknis 

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah; 

Instruksi Presiden Republik Indonesia No 7 Tahun 1999 Tentang 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.  
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D. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan. 

Pembentukan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat didasarkan 

pada Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun  2016 

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 

Provinsi Papua Barat, yang dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 

20 Tahun 2018 Tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Dinas Kesehatan Papua 

Barat. Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat merupakan lembaga teknis 

daerah yang merupakan unsur pelaksana tugas tertentu yang dipimpin 

oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab 

langsung kepada Gubernur. 

Struktur Dinas Kesehatan Papua Barat berdasarkan Peraturan 

Gubernur Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas 

Kesehatan Papua Barat, terdiri dari : 

a. Kepala Dinas 

b. Sekretariat, Terdiri dari : 

1) Subbagian Program Informasi Dan Humas; 

2) Subbagian Keuangan & Pengelolaan Asset 

3) Subbagian Hukum, Umum dan Kepegawaian 

c. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri dari : 

1) Seksi Keluarga & Gizi 

2) Seksi Promosi & Pemberdayaan Masyarakat 

3) Seksi Kes Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga 

d. Bidang Pencegahan & Pengendalian Peyakit ( P2P), terdiri dari : 

1) Seksi Surveilans & Imunisasi 

2) Seksi Pencegahan & Pengendalian Penyakit Menular 

3) Seksi Pencegahan & Pengendalian Penyakit Tidak Menular & 

Kesehatah Jiwa 

e. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari : 

1) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer; 

2) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; 

3) Seksi pelayanan Kesehatan Tradisional. 
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f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari : 

1) Seksi Kefarmasian 

2) Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Alat Rumah 

Tangga 

3) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan. 

 

Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat mempunyai tugas pokok 

melaksanakan pelayanan teknis umum pemerintah daerah serta 

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur. Untuk 

menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Kesehatan Provinsi 

Papua Barat mempunyai fungsi : 

 
1) Membantu pengelolaan pembangunan kesehatan yang lebih 

baik dan keberlanjutan; 

2) Menghasilkan rencana dan pembangunan kesehatan yang 

terarah kepada memenuhi hak masyarakat; 

3) Memecahkan isu-isu strategis kesehatan, mendorong 

terwujudnya komitmen, kesepakatan dan  kerja  sama 

antara instansi masing-masing dan dengan masyarakat; 

4) Mengkomunikasikan dan memasarkan eksistensi 

kesehatan (peningkatkan kesadaran); 

5) Penyediaan pelayanan kesehatan lebih baik berdasarkan 

data yang akurat dan upaya untuk meningkatkan kapasitas 

penyampaian pelayanan; 

6) Pengelolaan keuangan lebih baik, terbuka dan akuntabel. 

 

 

Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Papua    Barat 

sebagaimana bagan struktur berikut : 
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Gambar.1.1 
Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bidang  Bina Kesehatan Masyarakat, mempunyai tugas melaksanakan 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional serta koordinasi dibidang 

keseahatan keluarga dan gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan 

masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olah raga.  

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Bidang Kesehatan 

Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut : 

1) Penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang kesehatan 

keluarga dan gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan 

masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan 

olah raga.  
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2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang kesehatan 

keluarga dan gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan 

masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan 

olah raga. 

3) Pelaksanaan koordinasi dibidang kesehatan keluarga dan gizi 

masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, 

kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olah raga. 

4) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang kesehatan 

keluarga dan gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan 

masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan 

olah raga. 

5) Pemantauan   evaluasi   dan   pelaporan      dibidang   kesehatan 

keluarga dan gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan 

masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan 

olah raga 

6) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

 

E. Rencana Strategis, Vi s i d a n  M i s i 

 
a. Rencana Strategi 

 
Sebagai sebuah institusi pelayanan publik mempunyai rencana 

strategis yang berorientasi selama kurun waktu lima tahun 2017-2022 

dengan peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Sesuai dengan 

ketentuan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun  1999  tentang  Akuntabilitas  

Instansi  Pemerintah (AKIP), Dinas  Kesehatan  Provinsi  Papua  Barat  telah  

membuat  Rencana Strategis (RENSTRA ) periode tahun 2017-2022 sebagai 

dokumen perencanaan taktis strategis untuk menjadi tolak ukur dalam 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. 

Rencana Strategis adalah suatu alat manajemen, yang merupakan 

proses berkelanjutan dan sistimatis dari pembuatan keputusan yang 

berisiko, dengan manfaat sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipasi 

6 



iv 

 

 

dan mengorganisasikan secara sistimatik untuk usaha-usahanya 

melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasil melalui umpan 

balik. 

Rencana strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi 

antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar 

mampu memenuhi keinginan stakeholders dan menjawab tuntutan 

pengembangan lingkungan strategis baik lokal maupun nasional. 

Analisis terhadap lingkup organisasi baik internal maupun eksternal 

merupakan langkah yang sangat penting dalam perhitungan kekuatan 

(strenght), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan 

tantangan / kendala (threats) yang ada. Dengan Visi, Misi dan Strategis 

yang jelas dan tepat maka diharapkan Instansi Pemerintah akan 

menyelaraskan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi. 

b. V i s i d a n  M i s i 
 

Visi dari Provinsi Papua Barat adalah “ MENUJU PAPUA BARAT YANG 

AMAN, SEJAHTERA, DAN BERMARTABAT” 

Visi tersebut di atas merupakan suatu kondisi penyelengaraan 

pemerintah daerah secara umum yang hendakya diwujudkan melalui 

peranan Dinas Kesehatan sebagai institusi yang mempunyai tugas 

pengawasan umum pemerintah daerah serta melaksanakan tugas-tugas 

lain yang diberikan oleh Gubernur. 

Sedangkan Misi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi 

Papua Barat adalah “ Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar di 

Bidang Kesehatan. 
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c. Tujuan  dan  Sasaran 
 

Tujuan yang ditetapkan dalam rangka untuk mewujudkan misi tersebut 

adalah Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Sehat dan 

Berdaya Saing dengan sasaran sebagai berikut : 

i. Meningkatnya  Efisiensi  dan  Efektifitas  Pengelolaan  APBD 

ii. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang 

aparatur. 

iii. Meningkatkan  Disiplin  dan  Kapasitas  Sumber  Daya  Aparatur 

iv. Pelaporan Kinerja dan Keuangan OPD Tepat Waktu 

v. Meningkatkan  Kualitas  Kesehatan  Masyarakat. 

vi. Terjangkaunya  Pelayanan  Kesehatan  oleh  seluruh  masyarakat. 

 

F. Potensi dan Permasalahan 

 

  Potensi dan permasalahan pembangunan kesehatan akan menjadi input dalam 

menentukan arah kebijakan dan strategi Kementerian Kesehatan. 

Saat ini akses ibu hamil, bersalin dan nifas terhadap pelayanan kesehatan sudah cukup 

baik, akan tetapi Angka Kematian Ibu masih cukup tinggi. Kondisi ini kemungkinan 

disebabkan antara lain karena kualitas pelayanan kesehatan ibu hamil dan bersalin yang 

belum memadai, kondisi ibu hamil yang tidak sehat dan faktor determinan lainnya. 

Penyebab utama kematian ibu yaitu hipertensi dalam kehamilan dan perdarahan post 

partum, selain itu penyebab karena lain-lain juga semakin meningkat. Penyebab ini 

dapat diminimalisir apabila kualitas Antenatal Care dilaksanakan dengan baik, 

sehingga mampu menskrining kelainan pada ibu hamil sedini mungkin. 

Beberapa keadaan yang dapat menyebabkan kondisi ibu hamil tidak sehat antara lain 

adalah, anemia, ibu hamil yang menderita diabetes, hipertensi, malaria, TB, HIV, Hepatitis B 

dan empat terlalu (terlalu muda <20 tahun, terlalu tua >35 tahun, terlalu dekat jaraknya 2 

tahun dan terlalu banyak anaknya > 3 tahun). Sebanyak 54,2 per 1000 perempuan dibawah 

usia 20 tahun telah melahirkan, sementara perempuan yang melahirkan usia di atas 40 tahun 

sebanyak 207 per 1000 kelahiran hidup. Hal ini diperkuat oleh data yang menunjukkan 

masih adanya umur perkawinan pertama pada usia yang amat muda (<20 tahun) sebanyak 

46,7% dari semua perempuan yang telah kawin. 

Potensi dan tantangan dalam penurunan kematian ibu dan anak adalah jumlah tenaga 

kesehatan yang menangani kesehatan ibu khususnya bidan sudah relatif tersebar ke 
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seluruh wilayah Indonesia, namun kompetensi masih belum memadai. Demikian juga 

secara kuantitas, jumlah Puskesmas PONED dan RS PONEK meningkat namun belum 

diiringi dengan peningkatan kualitas pelayanan. Peningkatan. kesehatan ibu sebelum hamil 

terutama pada masa remaja, menjadi faktor penting dalam penurunan AKI dan AKB. 

Dalam 5 tahun terakhir, Angka Kematian Neonatal (AKN) tetap sama yakni 19/1000 

kelahiran, sementara untuk Angka Kematian Pasca Neonatal (AKPN) terjadi penurunan dari 

15/1000 menjadi 13/1000 kelahiran hidup, angka kematian anak balita juga turun dari 

44/1000 menjadi 40/1000 kelahiran hidup. Penyebab kematian pada kelompok perinatal 

disebabkan oleh Intra Uterine Fetal Death (IUFD) sebanyak 29,5% dan Berat Bayi Lahir 

Rendah (BBLR) sebanyak 11,2%, ini berarti faktor kondisi ibu sebelum dan selama 

kehamilan amat menentukan kondisi bayinya. Tantangan ke depan adalah 

mempersiapkan calon ibu agar benar-benar siap untuk hamil dan melahirkan dan menjaga 

agar terjamin kesehatan lingkungan yang mampu melindungi bayi dari infeksi. Untuk usia di 

atas neonatal sampai satu tahun, penyebab utama kematian adalah infeksi khususnya 

pnemonia dan diare. Ini berkaitan erat dengan perilaku hidup sehat ibu dan juga kondisi 

lingkungan setempat. 

Untuk status gizi remaja, hasil Riskesdas 2013, secara nasional prevalensi remaja usia 13-

15 tahun yang pendek dan amat pendek adalah 35,1% dan pada usia 16-18 tahun sebesar 

31,4%. Sekitar separuh remaja mengalami defisit energi dan sepertiga remaja mengalami 

defisit protein dan mikronutrien. 

Pelaksanaan UKS harus diwajibkan di setiap sekolah dan madrasah mulai dari TK/RA 

sampai SMA/ SMK/MA, mengingat UKS merupakan wadah u ntuk mempromosikan 

masalah kesehatan. Wadah ini menjadi penting dan strategis, karena pelaksanaan program 

melalui UKS jauh lebih efektif dan efisien serta berdaya ungkit lebih besar. UKS harus 

menjadi upaya kesehatan wajib Puskesmas. Peningkatan kuantitas dan kualitas 

Puskesmas melaksanakan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) yang menjangkau 

remaja di sekolah dan di luar sekolah. Prioritas program UKS adalah perbaikan gizi usia 

sekolah, kesehatan reproduksi dan deteksi dini penyakit tidak menular. 

Selain penyakit tidak menular yang mengancam pada usia kerja, penyakit akibat kerja 

dan terjadinya kecelakaan kerja juga meningkat. Jumlah yang meninggal akibat kecelakaan 

kerja semakin meningkat hampir 10% selama 5 tahun terakhir. Proporsi kecelakaan kerja 

paling banyak terjadi pada umur 31-45 tahun. Oleh karena itu program kesehatan usia 

kerja harus menjadi prioritas, agar sejak awal faktor risiko sudah bisa dikendalikan. 

Prioritas untuk kesehatan usia kerja adalah mengembangkan pelayanan kesehatan kerja primer 

dan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja, selain itu dikembangkan Pos 
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Upaya Kesehatan Kerja sebagai salah satu bentuk UKBM pada pekerja dan peningkatan 

kesehatan kelompok pekerja rentan seperti Nelayan, TKI, dan pekerja perempuan. 

Perkembangan masalah gizi di Indonesia semakin kompleks saat ini, selain masih 

menghadapi masalah kekurangan gizi, masalah kelebihan gizi juga menjadi persoalan yang 

harus kita tangani dengan serius. Selain itu kita dihadapi dengan masalah stunting. 

Stunting terjadi karena kekurangan gizi kronis yang disebabkan oleh kemiskinan dan 

pola asuh tidak tepat, yang mengakibatkan kemampuan kognitif tidak berkembang maksimal, 

mudah sakit dan berdaya saing rendah, sehingga bisa terjebak dalam kemiskinan. Seribu hari 

pertama kehidupan seorang anak adalah masa kritis yang menentukan masa depannya, dan 

pada periode itu anak Indonesia menghadapi gangguan pertumbuhan yang serius. Yang 

menjadi masalah, lewat dari 1000 hari, dampak buruk kekurangan gizi sangat sulit 

diobati. Untuk mengatasi stunting, masyarakat perlu dididik untuk memahami 

pentingnya gizi bagi ibu hamil dan anak balita. Secara aktif turut serta dalam komitmen 

global (SUN-Scalling Up Nutrition). dalam menurunkan stunting, maka Indonesia fokus 

kepada 1000 hari pertama kehidupan (terhitung sejak konsepsi hingga anak 

berusia 2 tahun) dalam menyelesaikan masalah stunting secara terintegrasi karena 

masalah gizi tidak hanya dapat diselesaikan oleh sektor kesehatan saja (intervensi 

spesifik) tetapi juga oleh sektor di luar kesehatan (intervensi sensitif). Hal ini tertuang 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan 

Perbaikan Gizi.  

Dan yang terkini adalah Pandemi Covid – 19 di Seluruh Dunia. Pandemi merupakan 

kondisi penyebaran jenis penyakit tertentu yang terjadi lebih dari satu negara. Wabah ini 

telah menyebar hampir seluruh bagian wilayah di dunia. Kondisi pandemi menggambarkan 

suatu keadaan penyebaran penyakit yang di luar kendali. Penyebaran Coronavirus Disease 

2019 (COVID-19) melebihi kapasitas epidemi. Hal tersebut menjadikan status penyebaran 

COVID-19 telah menjadi wabah pandemi (ALMI: 2020). 

COVID-19 yang berasal dari Kota Wuhan Negara Cina ini ditemukan pada akhir tahun 

2019. Virus ini menyebabkan penyakit pada saluran pernapasan. Penyakit yang disebabkan 

COVID-19 ini menyebar secara rapid atau cepat. World Health Organization (WHO) pada 

tanggal 12 Maret 2020 menetapkan bahwa fenomena penyebaran COVID-19 ini menjadi 

pandemi (Siemaszko, C.: 2020). 

Penyebaran COVID-19 sangat cepat hingga pada 7 Mei 2020 WHO memaparkan tentang 

data penyebaran COVID-19 secara global. Menurut data tersebut terdapat 215 negara yang 

terkonfirmasi terkena dampak dari pandemi COVID-19. Berdasarkan data tersebut jumlah 

korban sudah mencapai 3.634.172 orang positif dan 251.446 meninggal (GTPP COVID-19: 
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2020). 

Berdasarkan dari penyebaran virus yang sangat cepat dan banyak orang yang terkena 

dampak maka membutuhkan penanganan yang cepat. Tingginya kebutuhan penanganan 

COVID-19 membuat tingginya jumlah tenaga kesehatan yang dibutuhkan. Penanganan 

COVID-19 yang dilakukan tenaga kesehatan pun membutuhkan kontak langsung pada 

pasien. Banyaknya perawatan yang membutuhkan kontak langsung dapay menyebabkan 

tenaga kesehatan yang berpotensi terinfeksi COVID-19 saat bertugas. Potensi tenaga 

kesehatan terinfeksi virus ini terjadi karena kurangnya standarisasi penggunaan Alat 

Pelindung Diri. 

2) Sistematika Laporan 

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah didasarkan atas 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja dengan susunan 

sebagai berikut : 

IKHTISAR EKSEKUTIF 

BAB I : PENDAHULUAN 

a) Latar Belakang 

b) Maksud dan Tujuan 

c) Landasan Hukum 

d) Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan 

e) Rencana Strategis, Vi s i d a n  M i s i 

f) Potensi dan Permasalahan 

g) Sistematika Laporan 

BAB II : Perencanaan Kinerja 

 

 A. Perjanjian Kinerja 

 B. Indikator Kinerja Program Kesehatan Masyarakat  
  

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA 

A. Capaian Kinerja 

B. Realisasi Anggaran  

BAB IV : PENUTUP  

 Kesimpulan 
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LAMPIRAN – LAMPIRAN 

A. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 

B. Rincian Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas  

Kesehatan Tahun 2020. 
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BAB. II 

PERENCANAAN KINERJA 

 

A. Perjanjian Kinerja  

 

Perjanjian kinerja Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat telah 

ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja yang merupakan suatu dokumen 

pernyataan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk 

mewujudkan target kinerja tertentu dengan didukung sumber daya yang tersedia. 

Indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan menjadi kesepakatan yang 

mengikat untuk dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sebagai upaya mewujudkan 

pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat Indonesia. Perjanjian 

penetapan kinerja tahun 2020 yang telah ditandatangani bersama oleh Direktur 

Jenderal Kesehatan Masyarakat dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua 

BaratBarat berisi Indikator, antara lain: 

1) Pembinaan Gizi Masyarakat 

2) Pembinaan Kesehatan Kerja dan Olahraga 

3) Pembinaan Kesehatan Keluarga 

4) Pembinaan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 

5) Pembinaan Kesehatan Lingkungan 

6) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada 

Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat 

B. Indikator Kinerja Program Kesehatan Masyarakat 

 

Indikator kinerja program Kesehatan Masyarakat terdiri dari 6 (enam) serta 21 

indikator yang dianggap dapat merefleksikan kinerja program, yang meliputi: 
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Tabel 1. 
Target Nasional dan Provinsi  Indikator Program 

Kesehatan Masyarakat Provinsi Papua Barat                ccTahun 2020 

 

No. 
Sasaran 

Program/Kegiatan 
  Indikator Kinerja 

Target 
Nasional 

Target 
Provinsi 

-1 -2   -3 -4 -5 

1 
Pembinaan Gizi 
Masyarakat 1 

Persentase Kabupaten/Kota yang 
melaksanakan surveilans gizi 50% 55% 

  

  

2 

Persentase puskesmas yang 
menyelenggarakan tata laksana gizi buruk 
pada balita 10% 10% 

    3 
Persentase Ibu Hamil Kurang Energi 
Kronis (KEK) 16% 14% 

    4 
Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan 
mendapat ASI Eksklusif 40% 40% 

            

2 
Pembinaan 
Kesehatan Keluarga 1 

Jumlah Kabupaten/Kota yang 
menyelenggarakan pelayanan kesehatan 
ibu dan bayi baru lahir 

120 
Kab/Kota 6 Kab/Kota 

    2 
Peresentasi Persalinan di Fasilitas 
Pelayanan Kesehatan 87% 50% 

    3 
Jumlah Kabupaten/Kota yang 
menyelenggarakan kesehatan balita 

120 
Kab/Kota 13 Kab/Kota 

    4 

Jumlah Kabupaten/Kota yang 
menyelenggarakan pelayanan kesehatan 
anak usia sekolah dan remaja 

125 
Kab/Kota 13 Kab/Kota 

    5 

Jumlah Kabupaten/Kota yang 
menyelenggarakan pelayanan kesehatan 
usia reproduksi 

120 
Kab/Kota 13 Kab/Kota 

    6 

Persentase Kabupaten/Kota yang 
menyelenggarakan pelayanan kesehatan 
lanjut usia 45%   

            

3 

Pembinaan Upaya 
Kesehatan Kerja dan 
Olahraga 

1 
Jumlah Kabupaten/Kota yang 
menyelenggarakan kesehatan kerja 

308 
Kab/Kota 

10 Kab/Kota 

    2 
Jumlah Kabupaten/Kota yang 
menyelenggarakan kesehatan olahraga 

308 
Kab/Kota 10 Kab/Kota 

            

4 
Penyehatan 
Lingkungan 1 

Persentase Desa/kelurahan Stop Buang air 
besar Sembarangan (SBS) 40% 25% 

    2 Jumlah Kabupaten/Kota Sehat (KKS) 110 3 Kab/Kota 

    3 

Persentase sarana air minum yang 
diawasi/ diperiksa kualitas air minumnya 
sesuai standar 60% 35% 

    4 
Jumlah fasyankes yang memilki 
pengelolaan limbah medis sesuai standar 2600 9 Fasyankes 

    5 

Persentase tempat pengelolaan pangan 
(TPP) yang memenuhi syarat sesuai 
standar 38% 30% 
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    6 

Persentase tempat dan fasilitas umum 
(TFU) yang dilakukan pengawasan sesuai 
standar 55% 35% 

            

5 
Promosi Kesehatan 
dan Pemberdayaan 
Masyarakat 

1 
Persentase Kabupaten/Kota yang 
menerapkan kebijakan gerakan 
masyarakat hidup sehat 

30% 20% 

    2 
Persentase Kabupaten/Kota melaksanakan 
pembinaan posyandu aktif 51% 30% 

            

6 

Dukungan 
Manajemen dan 
Pelaksanaan Tugas 
Teknis Lainnya pada 
Program Pembinaan 
Kesehatan 
Masayarakat 

1 
Persentase kinerja RKAKL pada Program 
Pembinaan Kesehatan Masyarakat 

80% 70% 
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BAB  III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BAB III. 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

A.  Pengukuran Kinerja 

 Pengukuran kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat 

kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target melalui indikator kinerja yang 

telah ditetapkan. Pengukuran kinerja ini diperlukan untuk mengetahui sampai sejauh 

mana realisasi atau capaian kinerja yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Papua 

Barat dalam kurun waktu Januari – Desember 2020. 

Pengukuran kinerja dilakukan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan 

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan 

dalam rangka perwujudan visi dan misi Dinas Kesehatan. Sedangkan pengukuran yang 

dimaksud merupakan hasil suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada 

kelompok indikator kinerja kegiatan/sub kegiatan yang dapat berupa indikator-indikator 

masukan, keluaran, hasil, dampak dan manfaat. 

Adapun pengukuran kinerja yang dilakukan adalah dengan membandingkan 

realisasi capaian dengan rencana tingkat capaian (target) pada setiap indikator, sehingga 

diperoleh gambaran tingkat keberhasilan pencapaian masing-masing indikator. 

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diperoleh informasi menyangkut masing-

masing indikator, sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan program/kegiatan di 

masa yang akan datang agar setiap program/kegiatan yang direncanakan dapat lebih 

berhasil guna dan berdaya guna. 

Selain untuk mendapat informasi mengenai masing-masing indikator, pengukuran 

kinerja ini juga dimaksudkan untuk mengetahui kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Papua 

Barat Tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019. Manfaat pengukuran kinerja 
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antara lain untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak internal dan eksternal 

tentang pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran 

yang telah ditetapkan dalam dokumen Indikator Kinerja Umum (IKU) dan Penetapan 

Perjanjian Kinerja. Secara tehnis operasional Kinerja kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi 

Papua Barat tahun 2020 dihitung dalam form pengukuran kinerja tahun 2020, dengan 

cara membandingkan hasil pencapaian (realisasi) dengan rencana (target) rincian 

pengukuran kinerja perkegiatan disajikan pada formulir pengukuran kinerja 

1. Capaian Kinerja Organisasi 

Perkembangan terbaru membuktikan bahwa manajemen tidak cukup 

hanya memastikan bahwa proses pengelolaan manajemen berjalan dengan efisien. 

Diperlukan instrumen baru, pemerintahan yang baik (good governance) untuk 

memastikan bahwa manajemen berjalan dengan baik. Selain itu, budaya organisasi turut 

mempengaruhi penerapan pemerintahan yang baik di Indonesia. Pengukuran kinerja 

dalam penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dilakukan dengan cara 

membandingkan target kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam penetapan 

kinerja pada awal tahun anggaran dengan realisasi kinerja yang telah dicapai pada 

akhir tahun anggaran. 

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan 

fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan 

anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah 

pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil 

analisis terhadap pengukuran kinerja. 
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Tabel 2. 
Target dan capaian Indikator Program Kesehatan Masyarakat Provinsi 

Papua Barat                ccTahun 2020 
 

No. 
Sasaran 

Program/Kegiatan 
  Indikator Kinerja 

Target 
Provinsi 

Capaian 
Provinsi 

-1 -2   -3 -4 -5 

1 
Pembinaan Gizi 
Masyarakat 1 

Persentase Kabupaten/Kota yang 
melaksanakan surveilans gizi 55% 45% 

  

  

2 

Persentase puskesmas yang 
menyelenggarakan tata laksana gizi buruk 
pada balita 10% 6% 

    3 
Persentase Ibu Hamil Kurang Energi 
Kronis (KEK) 14% 13.74% 

    4 
Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan 
mendapat ASI Eksklusif 40% 38% 

            

2 
Pembinaan 
Kesehatan Keluarga 1 

Jumlah Kabupaten/Kota yang 
menyelenggarakan pelayanan kesehatan 
ibu dan bayi baru lahir 6 Kab/Kota 6 Kab/Kota 

    2 
Peresentasi Persalinan di Fasilitas 
Pelayanan Kesehatan 50% 39% 

    3 
Jumlah Kabupaten/Kota yang 
menyelenggarakan kesehatan balita 13 Kab/Kota 7 Kab/Kota 

    4 

Jumlah Kabupaten/Kota yang 
menyelenggarakan pelayanan kesehatan 
anak usia sekolah dan remaja 13 Kab/Kota 7 Kab/Kota 

    5 

Jumlah Kabupaten/Kota yang 
menyelenggarakan pelayanan kesehatan 
usia reproduksi 13 Kab/Kota 7 Kab/Kota 

    6 

Persentase Kabupaten/Kota yang 
menyelenggarakan pelayanan kesehatan 
lanjut usia 

50 % 45% 

            

3 

Pembinaan Upaya 
Kesehatan Kerja dan 
Olahraga 

1 
Jumlah Kabupaten/Kota yang 
menyelenggarakan kesehatan kerja 

10 Kab/Kota 3 Kab/Kota 

    2 
Jumlah Kabupaten/Kota yang 
menyelenggarakan kesehatan olahraga 10 Kab/Kota 3 Kab/Kota 

            

4 
Penyehatan 
Lingkungan 1 

Persentase Desa/kelurahan Stop Buang air 
besar Sembarangan (SBS) 25% 20% 

    2 Jumlah Kabupaten/Kota Sehat (KKS) 3 Kab/Kota 1 Kab/Kota 

    3 

Persentase sarana air minum yang 
diawasi/ diperiksa kualitas air minumnya 
sesuai standar 35%% 40% 

    4 
Jumlah fasyankes yang memilki 
pengelolaan limbah medis sesuai standar 9 Fasyankes 5 Fasyankes 

    5 

Persentase tempat pengelolaan pangan 
(TPP) yang memenuhi syarat sesuai 
standar 30% 35% 

    6 
Persentase tempat dan fasilitas umum 
(TFU) yang dilakukan pengawasan sesuai 35% 45% 
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standar 

            

5 
Promosi Kesehatan 
dan Pemberdayaan 
Masyarakat 

1 
Persentase Kabupaten/Kota yang 
menerapkan kebijakan gerakan 
masyarakat hidup sehat 

20% 10% 

    2 
Persentase Kabupaten/Kota melaksanakan 
pembinaan posyandu aktif 30% 62% 

           

6 

Dukungan 
Manajemen dan 
Pelaksanaan Tugas 
Teknis Lainnya pada 
Program Pembinaan 
Kesehatan 
Masayarakat 

1 
Persentase kinerja RKAKL pada Program 
Pembinaan Kesehatan Masyarakat 

70% 98% 

 

2.   Analisa Capaian Kinerja 
 

a. Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan Surveilans gizi Persentase 

Kabupaten/Kota yang melaksanakan Surveilans gizi target 55 % pada tahun 2020 

sedangkan realisasi 45 % . Kabupaten Kota sudah dilatih surveilans gizi dan 

melakukan entri ke aplikasi EPPGBM walaupun akses internet tidak maksimal dan 

sarana pendukung untuk entri data juga kurang memadahi. 

b. Persentase Puskesmas mampu tatalaksanan gizi buruk pada Balita Capaian 

Puskesmas Mampu Tatalaksana Gizi Buruk pada Balita di Provinsi Papua Barattidak 

mencapai target yang telah ditetapkan dimana capaian pada tahun 2020 sebesar 6 % 

dari target Provinsi Papua BaratBarat 10 % dimana belum semua puskesmas ada 

petugas gizi dan petugas semua mengikuti tatalaksana gizi buruk balita. Indikator ini 

masih baru di tahun 2020, jadi masih tahap sosialisasi. Puskesmas yang ditaih tata 

laksana gizi buruk baru 6 Puskesmas 

c. Persentase Ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) Cakupan Ibu Hamil Kurang Energi 

Kronik (KEK) hamper mencapai target dari yang telah di tetapkan dimana capaian 

Tahun 2020 sebesat 10 % dari target yang ditetapkan sebesar 14 %, Untuk Bumil KEK 

mendapatkan Makanan Tambahan dari penyediaan dari DAK Fisik Stunting Provinsi . 

d. Persentase Bayi Usia Kurang dari 6 bulan mendapat ASI Ekslusif Bayi Usia Kurang dari 

6 bulan mendapat ASI Eksklusif belum mencapai target , dari target 40 % sedangkan 

capaian nya mencapai 38 % 

e. Jumlah Kabupaten /kota yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi 

baru Lahir Capaian Indikator kabupaten/KKota yang menyelengarakan pelayanan 

Kesehatan Ibu dan Bayi baru Lahir di Provinsi Papua Barat tidak mencapai target yang 
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telah ditetapkan dimana capaian pada tahun 2020 belum ada kabupaten yang 

masuk dalam indiikator tersebut diatas dari target Provinsi Papua Barat sebanyak 5 

kabupaten dikarenakan : 

 

- Indikator ini baru ada tahun 2020, sehingga masih tahap sosialisasi. 

- Indikator ini merupakan indikator komposit, dimana bila 1 syarat saja tidak 

terpenuhi maka kabupaten/kota dikatakan tidak menyelenggarakan 

kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir. 

- Puskesmas yang dilatih kegawat daruratan maternal baru 5 puskesmas 

- RS PONEK buka 24 jam belum ada di semua kabupaten/Kota 

- AMP tidak dilakukanoleh Kabupaten/Kota minimal 4 kali dalam setahun. 

- Kelas Ibu Hamil belum ada di minimal 50% jumlah desa di 

Kabupaten/Kota 

- Kelas Ibu Balita belum ada di minimal 50%jumlah desa di 

kabupaten/kota. 

- Pandemi Covid – 19 

f. Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

Capaian Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan , hampir memenuhi target  yang 

ditetapkan dimana target tahun 2020 sebesar 50 % sedangkan realisasi mencapai 39 

% . belum tercapaiany indikator di atas dikarenakan : 

- Masyarakat tinggal jauh dari Fasyankes, sehingga lebih memilih  

melahirkan di rumah ditolong oleh tenaga kesehatan. 

- Masyarakat masih mencari pertolongan persalinan oleh dukun bersalin atau 

keluarga 

- Rumah tunggu persalinan belum ada di semua kabupaten/kota 

- Transportasi yang sulit ke Fasyankes 

- Sistem Rujukan belum berjalan dengan baik 

- Pandemi Covid – 19 
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g. Jumlah Kabupaten /kota yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Balita Capaian

 Indikator Kabupaten/ kota yang menyelenggarakan Pelayanan 

Kesehatan Balita tidak mencapai target , belum ada kabupaten yang termasuk dalam 

indikator diatas dari target 13 kabupaten. Indikator ini belum mencapai target 

disebabkan oleh : 

- Indikator ini baru ada tahun 2020,  sehingga masih tahap sosialisasi. 

- Indikator ini merupakan indikator komposit, dimana bila 1 syarat saja tidak 

terpenuhi maka kabupaten/kota dikatakan tidak menyelenggarakan 

Pelayanan kesehatan Balita. 

- Kelas Ibu Balita belum ada di minimal 50% jumlah desa di kabupaten/kota. 

- Belum semua Puskesmas di kabupaten/kota menerapkan MTBS dalam 

menangani Balita Sakit 

- Belum semua Puskesmas di kabupaten/Kota menerapkan SDIDTK untuk 

memantau pertumbuhan dan perkembangan Balita. 

- Pandemi Covid - 19 

h. Jumlah Kabupaten /kota yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Anak Usia 

Sekolah dan RemajaIndikator Kabupaten/Kota yang menyelengarakan Pelayanan 

Kesehatan Anak Usia sekolah dan Remaja belum mencapai target dimana target yang 

ditetapkan sebesar 13 kabupaten tetapi capaian baru mencapai 7 kabupaten saja . 

hal ini  karena : 

- Indikator ini baru ada tahun 2020, sehingga masih tahap sosialisasi. 

- Indikator ini merupakan indicator komposit. 

- Sekolah dari rumah di masa pandemic, sehingga sulit melakukan Trias 

UKSPosyandu Remaja baru sedikit yang terbentuk 

i. Jumlah Kabupaten /kota yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Usia 

Reproduksi 

Indikator Kabupaten Kot yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Usia 

Reproduksi pada Tahun 2020 telah ,mencapai 7 Kabupaten dari target sebesar 13 

Kabupaten. 

 

 

 

 

21 



 

 

Tidak mencapainya target dikarenakan : 

- Kabupaten/Kota belum melatih puskesmas untuk melakukan pelayanan 

Kespro Calon Pengantin 

- Indikator ini masih baru yaitu tahun 2020, jadi baru disosialisasi ke 

kabupaten/kota 

- Petugas kesehatan (Bidan) tidak kompeten dalam melakukan KB pasca  salin. 

- Pandemi Covid-19 

j. Persentase Kabupaten /kota yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Lanjut 

Usia Indikator Kabupaten kota yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Lanjut 

Usia tidak mencapai target , dimana Capaian Indikator ini pada tahun 2020 sebesar 

30 dari target yang ditetapkan sebesar 50 %, hal ini dikarenakan : 

- Tidak semua kabupaten/Kota menginput laporannya ke aplikasi komdat 

Kesmas karena belum paham cara entry dan sulitnya signal internet. 

- Menurut laporan lansia yang dikirim secara manual ke pengelola program 

lansia Provinsi Papua Baratada 19 kabupaten/kota dari 29 kabupaten/kota 

(65,5%) yang melaksanakan pelayanan kesehatan lansia sehingga 

seharusnya melebihi target.  
 

k. Jumlah Kabupaten / kota yang menyelenggarakan Kesehatan Kerja Capaian Indikator 

Kabupaten / kota yang menyelenggarakan Kesehatan Kerja untuk tahun 2020 telah 

melebihi target yang di tetapkan , dimana dari target yang ditetapkan sebesar 3 

Kabupatenkota , namun pada tahun 2020 telah tercapai sebanyak 10 kabupaten/Kota 

l. Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelengggarakan Kesehatan Olah Raga Capaian 

Indikator dari Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelengggarakan Kesehatan Olah Raga 

pada Tahun 2020 , telah sesuai target yang di tetapkan dimana target nya 12 

kabupaten kota sedangkan capaian Tahun 2020 juga 3 Kabupaten Kota 

m. Persentase Desa/Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) Indikator 

Desa/Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) di Provinsi Papua Baratpada 

Tahun 2020 target 25 % dan capaian hanya 20 % , sehingga untuk indikator ini tidak 

mencapai target , belum mencapai target di karenakan : 

-  Belum semua kabupaten melakukan pemicuan walaupun telah dilakukan 

sosialisasi bagi semua kabupaten Kota 

- Belum semua kabupaten/kot menyediaan dana untuk kegiatan SBS 

- Belum dilakukan verifikasi ODF 
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- Pandemi Covid-19 

 
n. Jumlah Kabupaten / Kota Sehat 

Indikator tentang Kabupaten / Kota Sehat (KKS) pada tahun 2020 di Provinsi Papua 

Barat belum mencapai target. Target yang ditetapkan sebanyak 3 kabupaten kota 

namun capaian baru mencapai 1 Kabupaten Manokwari.  

Adapun kabupaten yang telah disosialisasi meliputi kota Sorong, kabupaten Sorong , 

Kabupaten Raja Ampat dan Kabupaten Fakfak . kendala dari Kabupaten karena Surat 

Keputusan belum ada dan dukungan dari lintas sector belum maksimal . 

 
o. Persentase Sarana Air Minum yang diawasi /diperiksa kualitas air minum sesuai 

standard Indikator Sarana Air Minum yang diawasi /diperiksa kualitas air minum 

sesuai standard berdasarkan target Provinsi Papua Barat Tahun 2020 sebesar 35 % 

namun capaian telah mencapai 40 % . capaian ini karena dalam pemeriksaan 

mendapat dukungan dari provinsi, kabupaten dan kegiatan pengawasan rutin 

dilakukan oleh petugas puskesmas . 

 

p. Jumlah Fasyankes yang memiliki pengelolaan limbah Medis sesuai standard Capaian 

Indikator Jumlah Fasyankes yang memiliki pengelolaan limbah Medis sesuai standard 

Provinsi Papua Barat Tahun 2020 , target 9 Fasyankes sedangkan capaian baru 

mencapai 5 Fasyankes yang telah memiliki pengelolaan limbah. Masih rendahnya 

fasyankes yang memiliki pengelolaan limbah medis karena tahun 2020 baru 

dilakukan sosialisasi indikator tersebut, kesulitan petugas dalam menginput indikaor 

tersebut di aplikasi karena jaringan internet terbatas , belum semua fasyankes 

mengolah limbah medis, tidak ada incinerator di fasyankes tingkat pertama, Belum 

maksimal dalam koordinasi dengan lintas sector terkait . 

 

q. Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang memenuhi Syarat sesuai Standar. 

Indikator Pengawasan Tempat-Tempat Umum yang memenuhi syarat kesehatan pada 

tahun 2020 berdasarkan target Provinsi Papua Barat dalah 35 % dan capaian telah 

mencapai 45 % . Capaian melampaui target karena pemeriksaan dan inpeksi di 

dukung oleh kabupaten dan provinsi , Pengawasan rutin dilakukan oleh petugas 

puskesmas dan telah dilakukan orientasi untuk penjamah makanan dan koordinasi 

lancar 
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r. Persentase Tempat dan Fasilitas Umum (TFU) yang dilakukan pengawasan sesuai 

standard. Indikator Tempat dan Fasilitas Umum (TFU) yang dilakukan pengawasan 

sesuai standard pada tahun 2020 berdasarkan target Provinsi Papua Barat adalah 30 

% dan capaian telah mencapai 35 % . Capaian melampaui target karena pemeriksaan 

dan inpeksi di dukung oleh kabupaten dan provinsi , Pengawasan rutin dilakukan oleh 

petugas puskesmas 

s. Persentase Kabupaten/Kota yang menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup 

Sehat Untuk Capaian Indikator tentang Persentase Kabupaten/Kota yang 

menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat pada tahun 2020 target 

Provinsi Papua Barat 20 % dan Capaian telah mencapai 10 %. Masih banyak 

kabupaten/kota yang belum memiliki Peraturan daerah terkait Germas. 

t. Persentase Kabupaten/Kota melaksanakan pembinaan Posyandu Aktif Untuk Capaian 

Indikator tentang Persentase Kabupaten/Kota melaksanakan pembinaan Posyandu 

Aktif pada tahun 2020 target Provinsi Papua Barat 20 % dan Capaian telah mencapai 

62 %. Capaian melampaui target yang telah ditetapkan. 

u. Persentase Kinerja RKAKL pada Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat Capaian 

Kinerja RKAKL pada Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat untuk Tahun 2020 

sebesar 70 %, sedangkan target 98% 

 
3.   Indikator Kinerja Program Kesehatan Masyarakat 

Indikator kinerja program Kesehatan Masyarakat terdiri dari tiga indikator yang 

dianggap dapat merefleksikan kinerja program, yang meliputi: 

a. Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (PF) 

b. Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) 

c. Persentase kunjungan neonatal pertama (KN1) 

Cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan menggambarkan indikator 

pelayanan kesehatan terhadap pelayanan persalinan yang dilakukan di fasilitas 

pelayanan kesehatan. Indikator PF menjadi penting karena penyebab kematian ibu di 

Indonesia sebagian besar disebabkan oleh karena perdarahan dan infeksi pada saat 

persalinan. Menurunkan angka kematian ibu merupakan bagian dari kesepakatan 

global terhadap pembangunan kesehatan berkelanjutan (SDGs). Persentase ibu hamil 

Kurang energi Kronik (KEK) menggambarkan risiko yang akan dialami ibu hamil dan 

bayinya dalam masa kehamilan, persalinan dan pasca persalinan.  
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Persentase kunjungan neonatal pertama (KN1) menggambarkan keberlangsungan 

neonatal pada 6 jam sampai dengan 48 jam. Hal ini dilakukan sebagai antisipasi atau 

skreening diawal kehidupan bayi. Ketiga indikator diatas diharapkan dapat menjadi 

daya ungkit terhadap keberhasilan dalam pencapaian renstra Kementerian Kesehatan 

tahun 2019-2024 

Tabel 3. 

Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (PF)  

di Provinsi Papua Barat tahun 2020 

 

Kode Wilayah Ibu Bersalin 

Persentase persalinan di fasilitas 
pelayanan kesehatan (PF) 

ABS % 

9101 KAB. FAK FAK 1,715 1,256 73.24% 

9102 KAB. KAIMANA 1,530 1,095 71.57% 

9103 KAB. TELUK WONDAMA 952 635 66.70% 

9104 KAB. TELUK BINTUNI 1,599 1,027 64.23% 

9105 KAB. MANOKWARI 3,452 2,387 69.15% 

9106 KAB. SORONG SELATAN 1,241 315 25.38% 

9107 KAB. SORONG 1,919 1,543 80.41% 

9108 KAB. RAJA AMPAT 1,253 351 28.01% 

9109 KAB. TAMBRAUW 420 89 21.19% 

9110 KAB. MAYBRAT 518 430 83.01% 

9111 KAB. MANOKWARI SELATAN 548 530 96.72% 

9112 KAB. PEGUNUNGAN ARFAK 630 229 36.35% 

9171 KOTA SORONG 5,583 1,888 33.82% 

PROVINSI 21,360 11,775 55.13% 

 
Sumber data: komdatkesmas.kemkes.go.id  
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       Gambar 2. 

      Grafik Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (PF) di  

Provinsi Papua Barat 
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               Table 4. 
                      Cakupan Kunjungan Neonatal Pertama KN1 di Provinsi Papua Barat tahun 2020 

 
 

Kode 

Wilayah 

Bayi Baru 
Lahir 

Cakupan Kunjungan 
Neonatal Pertama 

KN1 

ABS % 

9101 KAB. FAK FAK 1,633 1,270 77.77% 

9102 KAB. KAIMANA 1,457 854 58.61% 

9103 KAB. TELUK WONDAMA 907 536 59.10% 

9104 KAB. TELUK BINTUNI 1,523 1,340 87.98% 

9105 KAB. MANOKWARI 3,288 2,349 71.44% 

9106 KAB. SORONG SELATAN 1,182 256 21.66% 

9107 KAB. SORONG 1,828 1,600 87.53% 

9108 KAB. RAJA AMPAT 1,193 532 44.59% 

9109 KAB. TAMBRAUW 400 41 10.25% 

9110 KAB. MAYBRAT 493 413 83.77% 

9111 KAB. MANOKWARI SELATAN 522 531 101.72% 

9112 KAB. PEGUNUNGAN ARFAK 600 128 21.33% 

9171 KOTA SORONG 5,317 1,144 21.52% 

TOTAL 20,343 10,994 54.04% 

Sumber data: komdatkesmas.kemkes.go.id  
                  

                                       Gambar 3. 
                        Grafik Cakupan Kunjungan Neonatal Pertama KN1 di Papua Barat tahun 2020 
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               Gambar 4. 
           Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) di  

       Provinsi Papua Barat tahun 2020 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. Realisasi  
 

Anggaran yang sesuai DIPA awal diperjanjikan pada Program Kesehatan Masyarakat di 

Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat sebesar Rp. 10.632.720.000,- Kegiatan DIPA Dinas 

Kesehatan Provinsi Papua Barat, dalam pelaksanaannya dalam periode Januari – desember 

2020 telah dilaksanakan Revisi ke-01 DIPA pada tanggal 12 Mei 2020 . Pagu Anggaran dari 

Rp. 10.632.720.000,- menjadi 1.512.964.000.- Adapun Pagu per kegiatan sebagai berikut : 
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 Tabel 5 

Pagu DIPA awal dan Revisi 

Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Tahun 2020 
 
 

NO KEGIATAN PAGU AWAL PAGU REVISI 

 
2080 

Program Pembinaan Gizi 
Masyarakat 

 
2.711.000.000 

 
370.422.000 

 
003 

 
007 
504 

 
Penguatan Intervensi Paket Gizi 
Pembinaan dalam peningkatan 
Pengetahuan Gizi Masyarakat 
Peningkatan Surveylance Gizi 

 
100.000.000 

 
1.031.000.000 
1.580.000.000 

 
81.922.000 

 
0 

288.500.000 

 
2089 

Program Kesehatan Kerja dan 
Olah Raga 

 
811.410.000 

 
41.900.000 

 Pembinaan Pemeriksaan   

 Kebugaran Jasmani bagi Jemaah   

036 Haji 242.010.000 41.900.000 

 
042 

Pelaksanaan Kesehatan Kerja di 
tempat Kerja 

 

519.400..000 
 

0 
 Instansi Pemerintah yang   

 melaksanakan pengukuran   

043 Kebugaran Jasmani 50.000.000 0 

5832 Program Kesehatan Keluarga 3.305.067.000 0 

 
‘001 

Pelayanan Kesehatan Ibu dan 
Bayi baru Lahir 

 
851.135.000 

 
0 

 
002 

Pelayanan Kesehatan Usia 
Reproduksi 

 

357.362.000 
 

0 

 
‘004 

Pelayanan Kesehatan Usia 
sekolah dan Remaja 

 

116.820.000 
 

0 

‘008 Pelayanan Kesehatan Balita 517.100..000 0 

015 Pelayanan Kesehatan Lansia 281.360.000 0 
 Pelayanan Kesehatan Ibu dan   

 Anak bagi Prov. Papua dan Papua   

016 Barat 1.163.290.000 0 

 
5833 

Program Promosi Kesehatan 
dan Pemberdayaan Masyarakat 

 
1.295.334.000 

 
500.000.000 

 Kab./Kota yang menerapkan  
503.334.000 

 
400.000.000 

 
392.000.000 

 

001 Kebijakan Germas 100.000.000 
 Kampanye Hidup Sehat Melalui  

002 Berbagai Media 400.000.000 
 Kab/Kota melaksanakan  

009 pembinaan Posyandu Aktif 0 

 
5834 

Program Penyehatan 
Lingkungan 

 
1.410.213.000 

 
309.300.000 
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501 

Pengawasan Tempat 
Pengellolaan Pangan (TPP) yang 
memenuhi syarat 

 
 

280.029.000 

 
 

0 
 Pengawasan Tempat Fasilitas   

 Umum ( TFU) yang meneuhi 99.949..000 262.900.000 

 syarat Kesehatan   

503    
 Pengawasan Terhadap sarana Air   

504 Minum 193.419.000 0 

 
506 

Pengawasan Pengelolaan Limbah 
Medis di Fasyankes 

 

222.767.000 
 

46.600.000 

 Pembinaan Pelaksabaab Kab/Kota   

507 Sehat di Provinsi 159.651.000 0 

  
Pembinaan Pelaksanaan Sanitasi 

  

508 Total Berbasis Masyarakat (STBM) 454.398..000 0 

 
 

2085 

Program Dukungan Manajemen 
dan Pelaksanaan Tugas Teknis 
Lainnya pada Program 

 
 

1.099.000.000 

 
 

291.342..000 
 

950 
Layanan Dukungan Manajemen 
Eselon I 

 
1.099.000.000 

 
291.342..000 

 TOTAL 10.632.720.000 1.512.964.000 
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Tabel 6 

Pagu DIPA Awal, Revisi dan Realisasi Dinas Kesehatan  

Provinsi Papua Barat Tahun 2020 

 
NO KEGIATAN PAGU AWAL PAGU REVISI REALISASI 

 
2080 

Program Pembinaan Gizi 
Masyarakat 

 
2.711.000.000 

 
370.422.000 370.422.000 

 
003 

 
007 
504 

 
Penguatan Intervensi Paket Gizi 
Pembinaan dalam peningkatan 
Pengetahuan Gizi Masyarakat 
Peningkatan Surveylance Gizi 

 
100.000.000 

 
1.031.000.000 
1.580.000.000 

 
81.922.000 

 
0 

288.500.000 

81.922.000 
 

0 
288.500.000 

 
2089 

Program Kesehatan Kerja dan 
Olah Raga 

 
811.410.000 

 
41.900.000 23.135.000 

 Pembinaan Pemeriksaan    

 Kebugaran Jasmani bagi Jemaah    

036 Haji 242.010.000 41.900.000 23.135.000 

 
042 

Pelaksanaan Kesehatan Kerja di 
tempat Kerja 

 

519.400..000 
 

0 
0 

 Instansi Pemerintah yang    

 melaksanakan pengukuran    

043 Kebugaran Jasmani 50.000.000 0 0 
5832 Program Kesehatan Keluarga 3.305.067.000 0 0 

 
‘001 

Pelayanan Kesehatan Ibu dan 
Bayi baru Lahir 

 
851.135.000 

 
0 

0 

 
002 

Pelayanan Kesehatan Usia 
Reproduksi 

 

357.362.000 
 

0 
0 

 
‘004 

Pelayanan Kesehatan Usia 
sekolah dan Remaja 

 

116.820.000 
 

0 0 

‘008 Pelayanan Kesehatan Balita 517.100..000 0 0 

015 Pelayanan Kesehatan Lansia 281.360.000 0 0 
 Pelayanan Kesehatan Ibu dan    

 Anak bagi Prov. Papua dan Papua    

016 Barat 1.163.290.000 0 0 

 
5833 

Program Promosi Kesehatan 
dan Pemberdayaan Masyarakat 

 
1.295.334.000 

 
500.000.000 

500.000.000 

 Kab./Kota yang menerapkan  
503.334.000 

 
400.000.000 

 
392.000.000 

  

001 Kebijakan Germas 100.000.000 100.000.000 
 Kampanye Hidup Sehat Melalui   

002 Berbagai Media 400.000.000 400.000.000 
 Kab/Kota melaksanakan   

009 pembinaan Posyandu Aktif 0 
0 

 
5834 

Program Penyehatan 
Lingkungan 

 
1.410.213.000 

 
309.300.000 

309.300.000 
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501 

Pengawasan Tempat 
Pengellolaan Pangan (TPP) yang 
memenuhi syarat 

 
 

280.029.000 

 
 

0 

 
 

0 
 Pengawasan Tempat Fasilitas    

 Umum ( TFU) yang meneuhi 99.949..000 262.900.000 262.900.000 
 syarat Kesehatan    

503     
 Pengawasan Terhadap sarana Air    

504 Minum 193.419.000 0 0 

 
506 

Pengawasan Pengelolaan Limbah 
Medis di Fasyankes 

 

222.767.000 
 

46.600.000 
 

46.600.000 

 Pembinaan Pelaksabaab Kab/Kota    

507 Sehat di Provinsi 159.651.000 0 
0 

  
Pembinaan Pelaksanaan Sanitasi 

   

508 Total Berbasis Masyarakat (STBM) 454.398..000 0 0 

 
 

2085 

Program Dukungan Manajemen 
dan Pelaksanaan Tugas Teknis 
Lainnya pada Program 

 
 

1.099.000.000 

 
 

291.342.000 
290.982.000 

 
950 

Layanan Dukungan Manajemen 
Eselon I 

 
1.099.000.000 

 
291.342.000 290.982.000 

 TOTAL 10.632.720.000 1.512.964.000 1.489.469.000 
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1.  Permasalahan Pelaksanaan Pencapaian Program Kegiatan 

Sebagian besar Indikator program tidak tercapai dikarenakan beberapa permasalahan dapat 

diidentifikasi sebagai penyebab belum optimalnya pencapaian kinerja di Dinas Kesehatan Provinsi 

Papua Barat tahun 2020 yaitu: 

a) Bendahara belum ujian sertifikasi, sehingga pencairan baru dimulai pada bulan Maret 

b)  Pada Bulan Maret mulai dengan Pandemi Covid-19 

c) Dan Pada Bulan Maret 2020, semua pegawai Dinas Kesehatan Provinsi ditugaskan  di 

RSUD Provinsi Papua Barat sebagai Fasilitas Karantina Covid-19 termasuk Bidang 

Kesmas dan juga Bertugas pula di Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19 

d) Bulan Maret s/d Juni Pelayanan Luar Gedung dihentikan, pelayanan dalam gedung 

tetap jalan 

e) Kasus yang semakin naik dan tidak ada kebijakan yang jelas di Daerah  tentang 

pelaksanaan kegiatan 

f) Menunggu ijin dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan kesepakatan dengan Dinas 

Kesehatan Kab Kota 

g) Kekhawatiran  terpapar virus dari pengelola program dalam melaksanakan  kegiatan 

secara tatap muka 

h) Belum ada kebijakan atau standart biaya dalam penyelenggaraan kegiatan secara 

virtual 

i) Jadwal kegiatan terkait dengan pelaksanaan Protokol Kesehatan Ketat dan 

Pembatasan aktifitas sehingga kegiatan ada kalanya tidak dapat dihadiri oleh Nara 

Sumber atau Peserta dari kabupaten/kota berhalangan hadir, karena kesulitan dalam 

mendapat transportasi. 

j) Untuk Pelaksanaan Kegiatan di Kabupaten / Kota terkendala adanya pembatasan 

aktifitas di kabupaten sehubungan dengan penanganan pandemic Covid-19. 
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BAB IV    PENUTUP 
 

A.  Kesimpulan 
 

1. Indikator kinerja (IK) Program Kesehatan Masyarakat terdiri atas tiga 

indikator di provinsi Papua Barat dengan capaian , yaitu: 

a) Persentase Ibu bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan (PF) pada 

Tahun 2020 dengan capaian sebesar 55,13 % dari target nasional 87%. 

b) Persentase Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) pada Tahun 2020 

dengan capaian sebesar 13,74% dari target nasional 16%. 

c) Persentase Cakupan Kunjungan Neonatal Pertama (KN1) pada Tahun 

2020 dengan capaian sebesar 54,04 % dari target nasional 90%. 

Ketiga indikator Kinerja program tersebut dilaksanakan di tingkat 

Kabupaten dan Puskesmas Puskesmas, di mana Provinsi berperan untuk 

memastikan dan memfasilitasi indikator tersebut berjalan sebagaimana 

mestinya melalui dukungan dari tahap perencanaan (Juknis, Juklak, 

Pedoman), pelaksanaan (sosialisasi, orientasi, refreshing) dan monitoring 

evaluasi sekaligus pembiayaan. 

2. Adapun lingkup Indikator Kinerja sesuai dengan Perjanjinan Kinerja antara 

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat dengan Direktur jenderal 

Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI pada tahun 2020   

terdiri dari 21 ( dua puluh satu ) Indikator dengan capaian target 

sebagai berikut : 

1 Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan surveilans gizi 

dengan capaian Program 40% dari target Provinsi 55% 

2 Persentase puskesmas yang menyelenggarakan tata laksana gizi 

buruk pada balita dengan capaian Program 6% dari target Provinsi 

10% 
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3 Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK) dengan capaian 

Program 13.74% dari target Provinsi 14% 

4 Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI Eksklusif 

dengan capaian Program 38% dari target Provinsi 40% 

5 Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pelayanan 

kesehatan ibu dan bayi baru lahir dengan capaian Program 3 

Kab/Kota dari target Provinsi 6 Kab/Kota 

6 Peresentasi Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan 

capaian Program 39% dari target Provinsi 50% 

7 Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan kesehatan balita 

dengan capaian Program 7 Kab/Kota dari target Provinsi 13 Kab/Kota 

8 Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pelayanan 

kesehatan anak usia sekolah dan remaja dengan capaian Program 7 

Kab/Kota dari target Provinsi 13 Kab/Kota 

9 Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pelayanan 

kesehatan usia reproduksi dengan capaian Program 7 Kab/Kota dari 

target Provinsi 13 Kab/Kota 

10 Persentase Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pelayanan 

kesehatan lanjut usia dengan capaian Program 45% dari target 

Provinsi 50% 

11 Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan kesehatan kerja 

dengan capaian Program 3 Kab/Kota dari target Provinsi 10 Kab/Kota 

12 Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan kesehatan olahraga 

dengan capaian Program 3 Kab/Kota dari target Provinsi 10 Kab/Kota 

13 Persentase Desa/kelurahan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS) 

dengan capaian Program 20% dari target Provinsi 25% 

14 Jumlah Kabupaten/Kota Sehat (KKS) dengan capaian Program 1 

Kab/Kota dari target Provinsi 3 Kab/Kota 

15 Persentase sarana air minum yang diawasi/ diperiksa kualitas air 

minumnya sesuai standar dengan capaian Program 40% dari target 

Provinsi 35% 

16 Jumlah fasyankes yang memilki pengelolaan limbah medis sesuai 

standar dengan capaian Program 5 Fasyankes dari target Provinsi 9 

Kab/Kota 
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17 Persentase tempat pengelolaan pangan (TPP) yang memenuhi syarat 

sesuai standar dengan capaian Program 35% dari target Provinsi 30% 

18 Persentase tempat dan fasilitas umum (TFU) yang dilakukan 

pengawasan sesuai standar dengan capaian Program 35% dari target 

Provinsi 45% 

19 Persentase Kabupaten/Kota yang menerapkan kebijakan gerakan 

masyarakat hidup sehat dengan capaian Program 10% dari target 

Provinsi 20% 

20 Persentase Kabupaten/Kota melaksanakan pembinaan posyandu aktif 

dengan capaian Program 62% dari target Provinsi 30% 

21 
Persentase kinerja RKAKL pada Program Pembinaan Kesehatan 

Masyarakat dengan capaian Program 70% dari target Provinsi 98% 

 

3. Indikator baru dan indikator komposit belum maksimal dalam 

disosialisasikan di tingkat penanggung jawab program di fasilitas 

kesehatan tingkat pertama 

4. Pandemi menjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan kesehatan 

Masyarakat. 

5. Analisa keberhasilan indikator terutama adalah ketersediaan data, 

format laporan rutin, kejelasan mekanisme system pelaporan dan adanya 

perubahan Indikator sesuai rentra baru 

6. Analisa penghambat, beberapa point yang perlu digaris bawahi adalah 

belum adanya sistem pencatatan dan pelaporan terintegrasi satu pintu 

dan masih berjalan berdasarkan program masing-masing di 

kabupaten/kota, selain Penggantian Pemangku Kepentingan   dan 

adanya perubahan perangkat organisasi dan pejabatnya dan seringnya 

Pengelola program Kabupaten/kota yang cepat mengalami perubahan 

berakibat pengelola program yang baru perlu belajar memahami kembali 
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tiap indikator yang ada.. 

7. Anggaran yang sesuai DIPA awal diperjanjikan pada Program Kesehatan 

Masyarakat di Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat sebesar Rp. 

10.632.720.000,- Kegiatan DIPA Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, 

dalam pelaksanaannya dalam periode Januari – desember 2020 telah 

dilaksanakan Revisi ke-01 DIPA pada tanggal 12 Mei 2020 
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